
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulsel 

Kejari Takalar Tahan Seorang Kepsek Terduga Korupsi Dana BOS dan DAK 

 

Sumber gambar: 

Palopopos.fajar.co.id/2024/08/02/kejari-takalar-tahan-seorang-kepsek-terduga-korupsi-dana-bos-dan-dak 

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID TAKALAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar 

menetapkan  Nurdin Tola, mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Bilacaddi, Kelurahan 

Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai tersangka korupsi. Saat 

ini, Nurdin Tola menjabat sebagai Kepala SD Pasuleang 2. 

Nurdin Tola diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana Biaya 

Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 saat 

menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Bilacaddi. 

 

"Kejari Takalar telah menetapkan dan menahan Nurdin Tola, yang diduga merugikan negara 

sekitar Rp 200 juta akibat penyalahgunaan dana BOS dan DAK," ujar Tenriawaru, dalam 

konferensi pers di aula Kejari Takalar, Kamis malam (01/08/2024). 

Selain Nurdin Tola, beberapa pihak lain yang dianggap mengetahui penggunaan 

dana BOS di sekolah tersebut juga telah diperiksa. 

"Hasil penyidikan mengungkap kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini," tambah 

Tenriawaru. 
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Nurdin Tola terancam pidana maksimal empat tahun dan minimal satu tahun berdasarkan Pasal 2 

ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah 

dengan UU No. 20 Tahun 2001. 

Penetapan dan penahanan ini didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Kepala 

Kejaksaan Negeri Takalar Nomor: B-128/P 4:32/Fd.1/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024 dan Surat 

Perintah Penahanan Nomor: PRINT-04/P.4.32/Fd.1/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024. Nurdin 

Tola ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana BOS tahun 2019 hingga 

2022. 

Tindakan ini melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta 

Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo 

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(int/idr) 

SUMBER BERITA :  

1. https://palopopos.fajar.co.id/2024/08/01/kejari-takalar-tahan-seorang-kepsek-terduga-

korupsi-dana-bos-dan-dak/  

2. https://makassar.antaranews.com/berita/550355/kajari-takalar-tahan-dua-asn-tersangka-

terduga-korupsi  

CATATAN: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 

yang menyatakan: 

(1)   Belanja   Daerah   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   27 ayat  (1)   huruf b  untuk  

mendanai pelaksanaan   Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

(2)   Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  terdiri  atas  Urusan Pemerintahan  Wajib   dan  Urusan   Pemerintahan   Pilihan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)   Urusan  Pemerintahan Wajib  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (2)   terdiri  atas  Urusan   

Pemerintahan   Wajib   yang terkait  Pelayanan Dasar  dan Urusan  Pemerintahan Wajib yang tidak 

terkait Pelayanan Dasar. 

(4)   Urusan    Pemerintahan   Pilihan   sebagaimana    dimaksud pada ayat (2)  sesuai dengan 

potensi yang dimiliki Daerah. 

(5)   Belanja   Daerah   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat    (1) dialokasikan dengan 

memprioritaskan pendanaan  Urusan Pemerintahan Wajib  terkait Pelayanan Dasar dalam rangka 

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

(6)   Belanja  Daerah  untuk  pendanaan Urusan  Pemerintahan Wajib    yang   tidak   terkait   

dengan     Pelayanan   Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. 
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(7)   Belanja  Daerah  untuk  pendanaan Urusan  Pemerintahan Pilihan dialokasikan  sesuai  dengan  

prioritas  daerah  dan potensi yang dimiliki Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang 

menyatakan: 

(1)   Belanja  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49 ayat (5)  berpedoman pada standar harga 

satuan  regional, analisis  standar  belanja,   dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2)   Belanja  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49 ayat  (6)   dan  ayat  (7)   berpedoman 

pada  standar  harga satuan    regional,   analisis    standar    belanja,     dan/ atau standar  teknis sesuai 

dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. 

(3)   Standar   harga  satuan   regional   sebagaimana  dimaksud pada  ayat  ( 1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan  

dengan  Peraturan Presiden. 

(4)   Standar   harga  satuan   regional  sebagaimana   dimaksud pada    ayat    (3)     digunakan    sebagai    

pedoman    dalam menyusun  standar   harga  satuan   pada  masing-masing Daerah. 

(5)  Analisis  standar belanja  dan standar  teknis sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  dan ayat  (2)  dan 

standar  harga satuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  ditetapkan dengan Perkada. 

(6)   Analisis  standar belanja,  standar harga satuan,  dan/ atau standar   teknis  sebagaimana  dimaksud  

pada    ayat   (5) digunakan untuk  menyusun rencana  kerja  dan  anggaran dalam penyusunan  rancangan 

Perda tentang APBD. 

(7)   Belanja  Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  dan ayat  (2)   dirinci menurut  Urusan  

Pemerintahan   daerah, organisasi,   Program,  Kegiatan,  jenis,  obyek,   dan   rincian obyek Belanja 

Daerah. 


